
DEWAN PDRWAKILAI{ RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDALPROVINSI JAWA TENGAH

KESEPAKATAN BERSAM-A T.ERHADAP KEBIJAKAN UMUM PERUBAHANANccARAN DAN pRroRrrAS pilF;fliiicanan sEMENTARApERUBAHAN ANGGARAN pBroapeiau pix BELANJA DAERAHKABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025
DEIIIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Menimbang a

Mengingat

2

b

bahwa sesuai hasil rapat paripurna DewanPerwakilan Rakyat Daerah 
-r"u._,pui"i.--ii.iaui 

puautanggal 7 Agustus 2o2S tetah ai""puLrii'1rl."u_u
plnldan Kebijakan Umum pe.uUafrai anggr*" Or"Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan
r\nggaran Pendaoatan dan Belanja Dae.ahKabuparen I(endal tahun Angga ran ZOii;
bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf
f^-_t,:., *1 tu n.1r 9 dituaigkan a^ru* 

-["i,ri.,.u,.,

y:yl perwakilan Ral<yat Daerah Kabupaten l(endal
-rentang 

Kesepakatan bersama Terhadap KebijakanUmum Perubahan Anggaran dan prioiitas plafonAnggaran Sementara perubahan AnggaranPcndapatan dan Belanja Daerah f<rUupat"n'^itnauf
Tahun Anggaran 2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentangKeuangan Negara (Lcmbaran lVegara Re-publiklndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No-oi +iSO);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara n"i"frfif.Indonesia Tahun 2003 Nomor Si TamLahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +35S1;
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KEPUTUSAN DE1VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Nomor:188.4/lO /ZOZS

TDNTANG
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Undang-Undang Nomo.r 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan penselr
K;;;;;;1,r"*#',*i'J:^,il'"*,1."*"Jil**,i+?i;fii
Indonesia Tahun iooc Nr_"r- ;;;- ruiour,u,.,Lembaran Negara Republik lndonesiaGrno.?oool,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem perencanaan pembangunan Nlsional(Lembaran Negara Republik r"aoriesla-iarrrri zoo+Nomor 104, Tambahan Lembaran N.Xr.I"il"ouUfif.Indonesia Nomor 4421)Undang-U"auie' N"_f. +0
TTyn 2 001 jentan g Sistem 'Iu,ii"u" So'"iui 

"Na.iorrnr

lLemoaran Negara Republik ]ndonesia Tahun 2004Nomor 150, Tambahan Lembaran *"*r.i"i"r"O,iU
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara pemerintali dant'emerrntah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor f Z%, 
-farnlar,ran

Lembaran Negara Republik Indonesia No_o. ++ASt;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran N"g*u Re"publikIndonesia Tahun 2014 Nomor Z+i, fu_i"t u"
^.l!1l1 Nes.ar.a Republik rndonesia ivo-o. isazl
se oagatm_ana beberapa kali terakhir telah diubahoengan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2Otentang. Cipta Kerja (lembaran Negara RlpuUtit<rnoonesla 'l.ahun 2O2O Nomor 245, Tam-bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Norno, OSZST;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentangPembentukan peraturan perundang_unda.rgan
(Lembaran Negara Republik Indonesia f?fr""*ZO f SNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pu.nu Perimbangan (Lembaran Negara RefublikIndonesia Tahun 2005 Nomor li7, TamLahan
Lembaran Negara Republik InConesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 56Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
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10. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentangPengelotaan Keuangan_ Daerah &.;t;;;" NegaraRepublik Indonesia Tahun ZfiOi N"_" r t4O,Tambahan Lembaran Negara n"p"tfif. 
- 
lndonesiaNomor 4578);

1 1. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman penyusunan dan penerapan StandarPelayanan Minimal^^^(Lembaran N";;; RepublikIndonesia Tahun 2OO5 Nomor tS-0, f.ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +5BS);

12. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman pembinaan dan p..rgu*uau.,
Irenyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

14.

15.

i6.

t7.

Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah
Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor AZ, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 20i7 tentang
Hak I(euangan dan Administratif pimpinan dan
Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106
Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6057);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20i1 Nomor 310);

a



18. I)eraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11Tahun 200T tenta_ng_ ^fof.of._pof.oL 
pengelolaan

I{euangan Daerah Kabupaten 'X""a"f 
(LembaranDaerah Kabupaten Xendal fufr"" iOOi Nomor 11

9_"1 E No. Z, Tambahan t.;;;;r" DaerahI(abupaten Kendal Nomor 9) ."Ou!ri_u,.u t.ruf,djubah dengan peraturan Daerah Kab"upaten KendalNomor 3 Tahun 2008 tentang penitafran atasPeraturan Daerah Kabupaten "f""Jri'- frro_o. 1 1Tahun 2OOZ tentarrg_ 
-notoi._pot 

ot pengelolaan
Keuangan Daerah Kibupaten 'f"rrOlf (Lembaran
Daerah_I(abupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3 SeriE No. 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 31);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 6 Tahun 2016tentang Urusan pemerintahan Wajib dan UrusanPemerintahan pilihan_ yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah I(abupiten lienclal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 SeriE Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2024 .tenlang Anggaran pendapatan dan l3elanja
Daerah I(abupaten Kendal Tahun Angg aran 2025
(Lembaran Daerah I(abupaten Kendal 

".iahun 
2024

Nomor 6);

2I. Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun ,i024 tentangTata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten I(endal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Flasil pembicaraan dalam
Perwakilan Rakyat Daerah
tanggal 7 Agustus 2025;

Rapat Paripurna Dewan
Kabupaten Kendal pada

MEMUTUSKAN:

Menyepakati bersama antara Bupati Kendal clengan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Kendal
terhadap Kebijakan Umum perubahan Anggaran <1an
Prioritas Plafon Anggaran Sementara -Ferubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2025.
Meminta kepada Bupati Kendal untuk segera
memproses dan menindaklanjuti kesepakatan bersama
sebagaimana dimaksud diktum KtrSATU dengan
menlusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2S sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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KETIGA Keputusan
ditetapkan.

DE
il

t
SALINAN - Keputusan ini disamp1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;2. Bupati Kendal;

ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkandi Kendal
Pada tanggal Z Juli, 2O2S

LAN RAKYAT DAtrRAH
TEN KENDAI,

tua,

SODlQ

rrE t.l
ada Yth. :

F
{

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;4. Para Asisten Setda Kab. Kendal;

I Para Ka. Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
2 Para Ka. Bagian pada Setda Kab. Kendal;7. Sekretaris DpRD Kab. Kendal;
8. Arslp


